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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Tahapan pelaksanaan penyidikan terhadap anak di bawah umur sebagai 

pelaku tindak pidana di Polres Kota Solok adalah : (1) pertama kita 

lakukan pemeriksaan terlebih dahulu korban, (2) melakukan BAP saksi-

saksinya, (3) kemudian setelah cukup bukti kita lakukan pengamanan 

terhadap pelaku, setelah cukup bukit (4) lakukan penahanan. Jadi untuk si 

anak selama proses penyidikan harus didampingi oleh orang tua, jika 

selama pemeriksaan terbukti jika maka dilakukan penahanan pada tahanan 

khusus anak. Perkara anak di atas 7 tahun si anak di amankan dan 

dimasukan ke dalam tahanan khusus anak. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2012 disana menyatakan jika ada penangguhan dari orang 

tuanya maka akan dilakukan diversi terhaap pelaku anak, kita undang 

Bapas, Depsos, orang tua. Untuk anak di hukum di atas 7 tahun tidak ada 

dilakukan diversi. Jika diversi terwujud anak dilepaskan jika tidak 

dilanjutkan ke tahap kejaksaan. Jadi tahapan penyidikan terhadap anak 

pelaku kejahatan pada dasarnya sama. 

2. Hasil penelitian memperlihatkan dalam proses penyidikan tindak pidana 

anak di Polres Kota Solok ada mengalami hambatan seperti : (1) Sulitnya 

Menemukan Barang Bukti, (2) Tidak Adanya Tahanan Khusus Untuk 

Anak, (3) Lamanya Penelitian Dari Badan Pemasyarakatan (BAPAS)  
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B. Saran 

1. Perlu ditingkatkan kemampuan personil kepolisian dengan cara memberikan 

pendidikan kejuruan khusus di bidang Penyidikan anak dan Psikologi anak, 

dengan tujuan apabila seorang penyidik melakukan penyidikan terhadap anak-

anak sebagai pelaku suatu tindak pidana tidak menyimpang dengan aturan 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah ( KUHAP, KUHP, Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2012.  

2. Peningkatan pengawasan yang dilakukan terhadap anaknya haruslah di 

perketat dikarenakan di jaman yang dewasa ini terlalu bebasnya informasi 

masuk melalui jaringan media sosial yang tidak bisa di bendung, karena tidak 

dipungkiri kepemilikan alat komunikasi seperti smartphone sudah hampir 

seluru anak yang beranjak dewasa memilikinya.  
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